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PENETAPAN
Nomor 2217/Pdt.G/2020/PA.Slw

Lo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara
Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Tegal, 14 Agustus 1996 (umur 23 tahun),
agama Islam, Pekerjaan Dagang, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa
XXXXX, Rt.03/05, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal,
sekarang berdomisili di Desa XXXXX, Rt.04/01,
Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, sebagai
Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Tegal, 13 Agustus 1980 (umur 39 tahun),
agama Islam, Pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa XXXXX,
Rt.03/05, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Agustus 2020
telah mengajukan perkara Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 2217/Pdt.G/2020/PA.Slw, tanggal 04
Agustus 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:
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1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada 29
Agustus 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor :

XXXXX tanggal 30 Agustus 2013);
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot

ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal

dirumah orang tua Tergugat di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX,

Kabupaten Tegal selama 5 tahun 9 bulan;
4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah

bercampur, (Badaddukhul) dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK1

lahir tanggal 09 Juni 2014, dan anak tersebut ikut bersama Tergugat;
5. Bahwa sejak bulan bulan Juni 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat

dengan Tergugat sudah sering terjadi pereslisihan dan pertengkaran
dengan sebab Tergugat kurang dan jarang sekali memberikan uang nafkah
kepada Penggugat, Tergugat lebih sering menganggur dari pada bekerja.
Akibat masalah tersebut kemudian pada bulan Mei 2019 Penggugat dengan
Tergugat terjadi pisah tempat tinggal. karena tidak tahan dengan sikap
Tergugat yang demikian maka terpaksa Penggugat tinggal dirumah orang
tua Penggugat sendiri di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten

Tegal yang saat ini telah berjalan selama 1 tahun 3 bulan;
6. Bahwa dengan sikap Tergugat yang demikian, Penggugat tidak terima

serta sudah sangat menderita lahir batin serta tidak sanggup lagi
mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat. Oleh

karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;
7. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga

Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap

mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat

perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan
bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan

lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi
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Cq. Majlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan
menjatuhkan putusan sebagai berikut :
PRIMAIR :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada
Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah
pihak, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan
Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator
Drs. Ahmad Sujai, SH., MH. akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat
gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, pada hari sidang selanjuthya Penggugat tidak datang
menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil/lkuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut yang relaas panggilannya tanggal 19 Agustus 2020 dan 27 Agustus 2020
yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak

datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat, tidak datang menghadap ke
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/lkuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)
tanggal 19 Agustus 2020 dan 27 Agustus 2020 yang dibacakan di persidangan,
Tergugat, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya Tergugat, tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang

sah;
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Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat

sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat
dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis
Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau rukun
lagi membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian
pemeriksaan perkara a-quo telah memenuhi maksud pasal 82 Undangundang
Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun
2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagimana diamanatkan dalam pasal 7 ayat (1)
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah
pula mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi dengan mediator Drs.
Ahmad Sujai, SH., MH.. Hakim Pengadilan Agama Slawi, akan tetapi upaya

mediasi melalui mediator a quo juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat meskipun telah
dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang
tidak ternyata bahwa tidak datangannya itu disebabkan sesuatu halangan yang
sah. maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-
sungguh dalam berperkara, oleh karenanya berdasarkan Pasal 124 HIR

gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
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Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI
1. Menyatakan Gugatan Penggugat gugur;

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini alam rapat permusyawaratan Majelis
yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 Masehi.
bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1442 Hijriyah. Oleh kami Drs. H.
Mohamad Taufik, SH., M.Si. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Taufik, MH.
serta Dra. Naily Zubaidah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
Rabu tanggal 02 September 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 14
Muharram 1442 Hijriyah. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh
Hakim Anggota dan dibantu oleh Zamroni, SHI. sebagai Panitera Pengganti
tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Mohamad Taufik, SH., M.Si.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,
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Drs. H. Taufik, MH. Dra. Naily Zubaidah, S.H.

Panitera Pengganti,

Zamroni, SHI.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran . Rp 30.000,00
Biaya Proses : Rp 75.000,00
PNBP Panggilan 1 Penggugat : Rp 10.000,00
PNBP Panggilan 1 Termohon . Rp 10.000,00
Biaya Pemanggilan : Rp 440.000,00
Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
Biaya Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 581.000,00
(lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. MACHYAT, S.Ag. M.H.
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